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ABNTRAKSE

Denpan berlakanva UUPA, maka peratihan bak atas tanah harus dibuat
di hadapan PPA'T. Untuk sato daerab kecamalan yang belumn diangkat PPAT,
maka camal yang mengepala daerah Kecamatan diangkat sehapal PPAT. Datam
pelaksanaan iugasnva, Camatl sebagal PPAT Sementara dapat  melakukan
penyimpangan vang akan menimbulkan konsckuensi hukum berupa sanksi bag)
Camgg sebagal PPAT Sementara.

Berdasarkan pada uraian tersebut di alas, maka permasalahan yang
dikemukakan dalam tesis int adalab © DBagaimanzkah pengaturan hukum yang
terkait denpan keberadaan camat schagal PPAT Sementara dan bagaimanakah
konsekuenst hukum yang timbu! apabila leradt  penyimpangan  terbadap
pelaksanaan kewajiban oleh camal sebagat PPAT Sementara?

Metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis mi adalah penelitian
secara vuridis normatif, yaitu penclitian denpan mendasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang
dibabas, vaitu PP’ Nomor 37 Tahun 1998,

Pembahasan terhadap permasalabhan yang ada, babwa kedudukan camat
schagai PPAT Semcntara mompunyal hubungan yang erat dengan pendafiaran
tanah. Scbagaimana diketahut pula, bahwa dalam pendaflaran tanah disyaratkan
adanys akta yang dibuat oleh PPAT. Dalam hal ini camat sebagar Pejabat
Pembual Akta Tanah (PPATY Sementara mempunyai fungsi pembuatan akta
tanali.

Penyimpangain yang (eriadi dalam pelaksanaan kewajiban Camal sebagai
PIPATT Sementara antara lain dalam penulisan papan nama yang bertuliskan PEAY
Scemeniara. Dengan fidak ditnlisnya kata “Sementara”™ pada papan nama PPAT
tidak menimbutkan  akibat hukum apapun. Terhadap penyimpangan yang
dilakukun oleh Camal schagal PPAT Sementara berupa tidak memasang papan
namnz dan Udak menuliskan kata “Sementara”, hal ini mempakan pelanggaran
ringan. Dalam hal ini, Camai tersebut dapat dijatubi sankst berupa diberheniikan
dengan hormat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 PP Nomor 37 Tahun
1968, Selain itu Camat sebagai PPAT Scmentara yanp melakukan penyimpangan
dalam pembuatan akia dapat dijatuli sanks: administratif sebagatmana ditentukan
dalam Pasal 26 ayst {1) Undang-Undang Nomor 21 Tabhun 1997, Schubungan
dengan tenudinys penyimpangan dalam pembuatan akta yang dilakukan olch
Camat sebapai PPAT Scmentara, dimana Camal tersebut dapat diatubs sanksi
admimistraiid, naman dalatm prakieknya sanksi itu tidak pemah diterapkan.
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